




A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertiaan Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, 
pengertian “strafbaar feit” menurut Vos yang dikutip dalam bukunya 




Menurut Soedarto, terhadap istilah “strafbaar feit” dalam perundang-
undangan, dapat dijumpai berbagai istilah lain yang artinya sama dengan 
“strafbaar feit”, antara lain seperti : peristiwa pidana, perbuatan pidana, 
perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum serta tindak pidana.
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Menurut Simons, strafbaar feit adalah kelakuan yang dapat diancam 
dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang ada hubungannya 








a. Pandangan monistis adalah melihat keseluruhan syarat untuk adanya 
pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. 
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b. Pandangan dualistis adalah pandangan yang memisahkan pengertian 
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. 
Pendapat diatas yang dimaksud tindak pidana adalah bahwa perbuatan 
pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak 
sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh 
aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut 
ditujukan kepada perbuatan sedangkan sanksi pidananya ditujukan kepada 
orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana    
Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang tersebut telah memenuhi 
unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada 
umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. 
Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana yakni:
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a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya 
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan–
tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 
Unsur-unsur subjektif suatu tindak pidana adalah:
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a. Kesengajaan atau ketidak jujuran (dolus/culpa). 
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b. Maksud atau vornemen pada suatu percobaan. 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk, misalnya seperti yang terdapat di 
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, dll. 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedacthe raad, misalnya seperti 
yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
e. Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
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a. Sifat melanggar hukum. 
b. Kualitas dari si pelaku. 
c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Unsur-unsur tindak pidana menurut D.Simons, seorang ahli hukum 
dalam pandangan monistis, yang dikutip dalam bukunya Soedarto, yakni:
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a. Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 
membiarkan). 
b.  Diancam dengan pidana. 
c. Melawan hukum. 
d. Dilakukan dengan kesalahan. 
e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.            
Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
13
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a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang. 
b. Bersifat melawan hukum. 
c. Dilakukan dengan kesalahan. 
d. Patut dipidana. 





Strafbaar feit hanya berunsurkan: 
1) Kelakuan manusia. 
2) Diancam pidana dalam undang-undang. 
b. Pompe 
Tindak pidana ada beberapa unsur : 
1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum. 
2) Dilakukan dengan kesalahan. 
c. Moeljatno 
Untuk adanya perbuatan pidana harus terdapat unsur-unsur : 
1) Perbuatan (manusia). 
2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil). 
3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil). 
Menurut Soedarto, untuk adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang 
terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan:
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a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. 
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b. Perbuatan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). 
c. Terhadap pelakunya atau orangnya harus ada unsur kesalahan. 
d. Orang yang melakukan tindakan mampu bertanggung jawab. 
e. Dolus atau Culpa (tidak ada alasan pemaaf). 
3. Pertanggungjawaban Pidana     
Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:  
a. Mampu bertanggungjawab  
Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, 
seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan 
tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada 
peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar. Dilihat dari sudut 
kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang “mampu 
bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan.16 




1. Keadaan jiwanya:  
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara. 
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (idiot, gagu, dll) 
c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, 
pengaruh bawah-sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, 
dll. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.  
 
                                                             
16
 E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
Penerapannya, Storia Grafika: Jakarta, hal. 249 
17
 Ibid., hal. 249.   
17 
 
2. Kemampuan jiwanya:  
a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya. 
b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan 
dilaksanakan atau tidak. 
c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.  
Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan 
kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan 
dan kemampuan “berfikir” (verstandelijke vermogens) dari seseorang, 





Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan 
atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan 




Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana 
bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari: 
1. Kesengajaan 
Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu 
perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan 
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larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum.  Kesengajaan dibagi 
menjadi tiga bagian, sebagai berikut:
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a. Sengaja sebagai niat  
Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya 
delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar 
menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan 
diadakannya ancaman hukum pidana. 
b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
Kesengajaan ini, terwujudnya suatu delik bukan merupakan 
tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum 
atau pada saat atau setelah tujuan pelaku tercapai. 
c. Sengaja sadar akan kemungkinan  
Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik 
bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat 
yang mungkin timbul sebelum atau pada saat atau sesudah tujuan 
pelaku tercapai. 
Pembagian atau jenis kesengajaan (dolus) dihubungkan dengan 
sasaran yang dikehendaki oleh pelaku, yakni:
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a. Dolus determinatus adalah suatu kehendak untuk melakukan tindakan 
yang menimbulkan suatu akibat oleh sasaran yang telah ditentukan.  
b. Dolus indeterminatus adalah suatu kehendak untuk menimbulkan suatu 
akibat yang diderita oleh sasaran yang tidak ditentukan.  
                                                             
20
 Ibid., hal. 78-83.   
21
 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
Penerapannya,  Op. Cit., hal. 191-192.   
19 
 
c. Dolus alternativus terjadi jika kehendak pelaku adalah matinya A atau 
B.  
d. Dolus Generalis terjadi jika A melemparkan bom ke dalam suatu 
ruangan. Matinya beberapa orang itulah yang dikehendaki A.  
e. Dolus inderectud adalah suatu akibat yang timbul sebenarnya bukan 
sebagai kehendak dan tujuan pelaku.  
f. Dolus premiditatus adalah kesengajaan yang direncanakan terlebih 
dahulu.  
2. Kealpaan (culpa)  
Kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang terjadi atau 
timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah 
ditentukan menurut undang-undang, kelalaian tersebut terjadi 
dikarenakan perilaku orang itu sendiri.  
Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam :  
a. Kealpaan perbuatan yaitu apabila hanya dengan melakukan 
perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak 
perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut 
sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP. 
b. Kealpaan akibat yaitu suatu peristiwa pidana kalau akibat dari 
kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh 
hukum pidana, contohnya cacat atau matinya orang lain 
sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.  
20 
 
Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, 
skema kelalaian (culpa) sebagai berikut:
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a. Culpa lata yang disadari (alpa)  
Conscious: kelalaian yang disadari, misalnya sembrono, lalai, tidak 
acuh. 
b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai)  
Unconscius: kelalaian yang tidak disadari, misalnya kurang 
berpikir, lengah, dimana seseorang sepatutnya harus 
sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian. 
c. Tidak ada alasan pemaaf  
Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai 
melawan hukum tetapi karena alasan tertentu sehingga membuat 
pelakunya dimaafkan. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam 
alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP sebagai berikut: 
1. Daya paksa relatif. 
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas. 
3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira 
perintah itu sah.  
Vos berpendapat, mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP, 
perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos 
dari pemidanaan harus memenuhi dua syarat:
23
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a. Syarat subjektif adalah pembuat harus dengan itikad baik memandang 
bahwa perintah itu datang dari yang berwenang;  
b. Syarat objektif adalah pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang 
lingkup pembuat sebagai bawahan.  
B. Tinjauan Tentang Tembak Di Tempat 
1. Pengertian Tenbak Di Tempat 
Tembak di tempat merupakan sebuah istilah yang sering digunakan 
oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan 
suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka atau pelaku 
kejahatan. Istilah tembak di tempat didalam Kepolisian dikenal dengan 
suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan 
tembak di tempat. Bila tembak di tempat diartikan menurut kamus bahasa 
Indonesia, yaitu : tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api, 
didalam kata depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat, tempat 
adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat 
atau lokasi. Sehingga tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu 
perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau 
lokasi. Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang 
kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan 
berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka 
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1. Pemberlakuan Tembak di Tempat Terhadap Tersangka 
Pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka 
merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum 
melakukan tindakan tembak di tempat seorang anggota Polisi harus 
mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Peraturan 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam 
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
diantaranya:  
a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih 
dahulu. 
b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan. 
c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah.  
d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk 
menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.  
e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan 
secara proporsional dengan tujuan dan sesuai dengan hukum.  
f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras 
harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi.  
g. Harus ada batasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan 
tindakan keras.  
h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras 
harus seminimal mungkin.  
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Bila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat 
ditempuh maka pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka boleh 
digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa 
manusia, hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1). Selain itu menurut ayat (2) 
pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka oleh petugas 
Kepolisian dapat digunakan untuk :  
a. Dalam menghadapi keadaan luar biasa.  
b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.  
c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat.  
d. Mencegah terjadinya luka berat atau yang mengancam jiwa orang.  
e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau 
akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.  
f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah 
yang lebih lunak tidak cukup.  
Dalam menghadapi tersangka yang melakukan tindakan kejahatan 
Polisi terkadang harus dilakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu 
kewenangan tersendiri bagi Polisi. Dalam terminology hukum kewenangan 
tersebut disebut sebagai tindakan diskresi. 
3. Tindakan Anggota Polisi Setelah Melakukan Tembak Di Tempat 
Pada dasarnya yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak 
harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak di tempat dan 
prosedur tetap penggunaan senjata api oleh Polri. Setelah pelaksanaan 
kewenangan tembak di tempat selesai maka setiap anggota Polri yang 
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terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus membuat 
laporan atau berita acara sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada 
atasannya serta juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya 
dihadapan hukum. 
Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tindakan Polisi setelah 
melakukan tindakan tembak di tempat Polisi wajib :  
a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api.  
b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak.  
c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat 
penggunaan senjata api.  
d. Membuat laporan terperinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.   
Selain itu adapun tindakan yang harus dilakukan setelah menggunakan 
senjata api, disarankan untuk melakukan tindakan berikut ini :  
a. Memberikan perawatan medis bagi semua yang terluka. 
b. Mengijinkan dilakukan penyelidikan bila diperlukan. 
c. Menjaga tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut. 
d. Memberitahu keluarga dan teman-teman orang yang terluka. 
e. Melaporkan kejadian.  
C. Tinjauan Tentang Alasan Penghapusan Pidana 
1. Pengertian Alasan Penghapusan Pidana 
Pada dasarnya, apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan 
adalah hal-hal yang umum sifatnya. Utrecht menyatakan bahwa sifat umum 
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tersebut membuka kemungkinan peluang akan kemungkinan dijatuhkannya 
pidana yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa 
dijatuhkannya hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah. Para 
pembentuk undang-undang melihat bahwa perlunya suatu pengaturan 
tentang kondisi-kondisi tertentu ini merupakan suatu kondisi yang berkaitan 
dengan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana atau kesalahan 
yang melekat pada diri seorang pelaku tindak pidana.
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Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan 
kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang 
telah memenuhi perumusan delik yang telah diatur dalam undang-undang 
yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini 
menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang 
konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus 




Menurut Sofjan Sastrawidjaja, alasan penghapus pidana merupakan 
alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan 
yang memenuhi rumusan tindak pidana.
27
 
Menurut Adami Chazawi, dilihat dari sudut sumbernya, mengenai 
alasan penghapus pidana ada 2 macam : 
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 1. Yang berasal dari undang-undang. 
 2. Yang berasal dari luar undang-undang. Dasar Peniadaan pidana (Alasan 
Penghapus Pidana). Yang bersumber dari undang-undang, dibedakan 
lagi yaitu : 
a. Yang berlaku untuk semua jenis dan macam tindak pidana, disebut 
Alasan Penghapus Pidana Umum. 
b. Yang berlaku terbatas pada tindak pidana khusus tertentu, yang 
dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, 
disebut dengan Alasan  Penghapus Pidana Khusus.
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2. Keadaan Yang Dapat Menjadi Dasar Penghapus Pidana 
a. Kemampuan Bertanggungjawab 
Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas atas suatu 
kondisi, dimana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat 
mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. 
Simons menggambarkan suatu konsep, bahwa setiap tindakan harus dapat 
dipertanggungjawabkan, karena adanya kesalahan yang melekat pada diri 
seseorang. Simons pun menyatakan, bahwa maksud kesalahan dalam arti 
luas ini tidak bisa otomatis disamakan dengan opzet atau culpa. 
Kesalahan sebagai dasar dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku 
tersebut dapat menilai akan maksud dari tindakannya, sehingga bila yang 
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b. Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa 
Daya paksa atau dikenal dengan istilah overmacht yang diatur 
dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan 
perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. 
Menurut Jonkers overmacht itu berwajah tiga rupa yaitu:
30
 
1. Overmacht yang bersifat mutlak, dalam hal ini orang yang terpaksa 
tidak mungkin dapat berbuat lain. Ia tidak mungkin memilih jalan lain.  
2. Overmacht dalam arti sempit yang bersifat nisbi berat lawan, dalam hal 
ini orang yang terpaksa masih ada kesempatan untuk memilih berbuat 
lain, akan tetapi menurut perhitungan yang layak tidak mungkin dapat 
dielakan.  
3. Overmacht dalam arti Noodtoestand atau keadaan darurat, keadaan 
darurat ada bila kepentingan hukum seseorang berada dalam keadaan 
bahaya, maka untuk mengelakkan bahaya itu, terpaksa melanggar 
kepentingan hukum orang lain.  
c. Bela paksa (Noodweer) 
Kata noodweer berasal dari kata nood dan weer. Nood berarti 
keadaan darurat sedangkan weer berarti pembelaan. Para pakar pada 
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umumnya memberi arti nodweer dengan pembelaan terpaksa.
31
 Menurut 




1. Harus ada serangan, yang dilakukan seketika, yang mengancam secara 
langsung, dan melawan hak.  
2. Ada pembelaan, yang sifatnya mendesak, pembelaan itu menunjukkan 
keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan 
kepentingan hukum yang dibela, kepentingan hukum yang dibela hanya 
badan, kehormatan, harta sendiri maupun orang lain.  
Noodweer itu diperkenankan oleh undang-undang, karena 
noodweer itu semata-mata dilakukan untuk membela diri, kehormatan, 
dan barang terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam 
keadaan yang demikian alat perlengkapan negara tidak sempat memberi 
pertolongan untuk mencegah kejahatan itu sendiri. Karena itulah 
noodweer diperkenankan oleh undang-undang.
33
 
d. Melaksanakan Perintah Undang-Undang 
Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa “barang siapa melakukan 
perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.  
Apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau wewenang yang 
diberikan oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu hal tidak dapat 
dianggap seperti suatu peristiwa pidana. Perbuatan yang dilakukan tidak 
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merupakan peristiwa pidana dan karenanya tidak ada dasar untuk 
mengenakan pidana terhadapnya.  




1. Adanya peraturan yang merumuskan suatu perintah kepada seorang 
berdasarkan kompetensi atau jabatan tertentu.  
2. Orang yang melaksanakan perintah adalah orang yang ditunjuk oleh 
undang-undang berdasarkan kompetensi dan jabatannya. Hal ini harus 
diartikan bahwa orang yang melaksanakan perintah undang-undang 
harus memahami, bahwa ia hanya dapat melakukan tindakan tersebut 
karena peraturan perundang-undangan menentukan sebagai kewajiban 
baginnya untuk melakukan tindakan seperti itu dan bukan karena 
orang itu mempunyai hak untuk bertindak demikian.
35
 
3. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang secara jelas 
dirumuskan dan berdasarkan perintah undang-undang.  
Pada syarat yang terakhir, tidak setiap ketentuan perundang-
undangan merumuskan dengan jelas tindakan yang diperintahkan untuk 
dilaksanakan. Terhadap seseorang yang diberikan kewenangan oleh 
undang-undang sebaiknya atau selayaknya dapat mengukur tindakan yang 
diperintahkan oleh undang-undang. 
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e. Melaksanakan Perintah Jabatan 
Hal ini sama dengan pembahasan tentang Pasal 50 KUHP 
mengenai pelaksanaan perintah undang-undang perintah jabatan yang 
diberikan oleh pejabat yang berwenang, sebenarnya juga merupakan 
perintah yang ditentukan berdasarkan aturan perundang-undangan.  
Perbedaan antara ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 khususnya ayat 
(1) adalah, dalam ketentuan Pasal 51 dipersyaratkan adanya hubungan 
atasan dan bawahan, bahwa kewenangan atasan untuk memberikan 
perintah adalah pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang 
kepadanya. Sementara dalam Pasal 50, yang diberikan kewenangan oleh 
undang-undang adalah pelaku fisik yang melaksanakan tindakan secara 
langsung. Oleh sebab itu, perbuatan untuk melaksanakan perintah yang 
diberikan oleh pejabat berwenang tidak dipidana. 
Merujuk kepada rumusan Pasal 51 KUHP, maka “perintah jabatan” 
menjadi unsur yang menentukan untuk menggunakan ketentuan ini 
sebagai dasar penghapus pidana. Menurut Noyon-Langemeyer 
dirumuskan sebagai “suatu perintah yang telah diberikan oleh seseorang 
atasan, bahwa kewenangan untuk memerintahkan hal semacam itu 
bersumber pada suatu posisi menurut jabatan, baik dari orang yang 
memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.” 36 
D. Tugas dan Wewenang Kepolisian 
1. Tugas Kepolisian 
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Tugas kepolisian diatur di dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dimana Pasal 13 merupakan tugas pokok 
kepolisian, sebagai berikut : 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 
b. Menegakkan hukum. 
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Pasal 14 merupakan tugas bagian Dalam melaksanakan tugas pokok 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas, sebagai 
berikut: 
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan; 
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 
hukum dan peraturan perundang-undangan.  
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 
f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap 




g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran polisi, 
laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian, untuk kepentingan tugas 
kepolisian. 
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjungjung tinggi hak 
asasi manusia. 
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. 
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 
dalam lingkungan tugas kepolisian. 
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
2. Wewenang Kepolisian 
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 dan merupakan penyelenggaraan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian secara umum berwenang untuk : 
a. Menerima Laporan dan/atau pengaduan. 
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 
mengganggu ketertiban umum. 
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 
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d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa. 
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 
administratif Kepolisian. 
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 
Kepolisian dalam rangka pencegahan. 
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 
h. Mengambil sidikjari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 
i. Mencari keterangan dan barang bukti. 
j. Menjalankan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 
rangka pelayanan masyarakat. 
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 
Sedangkan dalam menjalankan tugasnya Kepolisian berdasarkan Pasal 
16 ayat (1) dan (2) berwenang untuk : 
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyidikan. 
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 
perkara untuk kepentingan penyidikan. 




d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri. 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi. 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara. 
h. Mengadakan penghentian penyidikan. 
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 
berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 
melakukan tindak pidana. 
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidik pegawai negeri 
sipil serta menerima hasil penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan  
kepada penuntut umum. 
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
E. Tinjauan Tentang Diskresi Kepolisian 
1. Pengertian Diskresi Kepolisian 
Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda 
“Discretionair” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan 
sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-
35 
 




Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh 
hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi 
kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu 
keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan 
pribadi seorang anggota kepolisian.
38
 
Kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi menunjukkan bahwa polisi 
memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan di 
mana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan, tetapi 
dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang 
dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa satu hal yang dapat menjelaskan 
berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu 
adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak 
dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau 
petugas sendiri. 
Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, 
namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum 
kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan 
umum yang lebih besar. Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak 
seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran 
lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan 
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dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta 
adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan 
menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak 




2. Dasar Hukum Diskresi 
Dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan 
hukum pidana, antara lain: 
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,  
Pasal 15  
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan lainnya berwenang : 
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup 
tugas kepolisian 
Pasal 16 
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : 
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab. 
(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah 
tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika 
memenuhi syarat sebagai berikut : 
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a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, 
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 
tersebut dilakukan, 
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan 
jabatannya, 
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan 
e. Menghormati hak asasi manusia. 
Pasal 18 
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
menyebutkan bahwa untuk kepentingan  umum, pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 
dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik 
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP 
Pasal 7 
(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena 
kewajibannya mempunyai wewenang: 




Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP menyebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk 
kepentingan penyelidikan dengan syarat, yaitu tidak bertentangan dengan 
suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 
dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan 
termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak 
berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia. 
c. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan 
Pasal 6 
(1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan 
Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. 
Pasal 22 
(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang 
berwenang. 
(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: 
a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, 
b. Mengisi kekosongan hukum, 
c. Memberikan kepastian hukum, dan 
d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna 
kemanfaatan dan kepentingan umum. 
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Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak 
dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau 
disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
Pasal 23 
Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi: 
a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan 
Keputusan dan/atau Tindakan, 
b. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-
undangan tidak mengatur, 
c. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-
undangan tidak lengkap atau tidak jelas, dan 
d. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi 
pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. 
Pasal 24 
Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:  
a. Sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(2), 
b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
c. Sesuai dengan AUPB, 
d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif, 
e. Tidak menimbulkan Konflik Kepentingan, dan 
f. Dilakukan dengan iktikad baik. 
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Ada tiga landasan diskresi yakni:
40
 
1. Pembuat Diskresi harus mempunyai wewenang menurut hukum, tanpa 
wewenang, suatu diskresi adalah tindakan sewenang-wenang. 
2. Tujuan diskresi tidak boleh bertentangan dengan hukum. 
3. Kebebasan dalam diskresi adalah kebebasan memilih (freedom of choice) 
berdasarkan masalah yang dihadapi yang berada dalam lingkungan 
landasan pertama dan kedua. 
3. Penyebab Diskresi Oleh Kepolisian 
Faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum, yaitu polisi dalam 
melakukan diskresi, antara lain adalah:
41
 
a. Sifat keseriusan dari pelanggaran yang dibuat yakni  keberartian dari 
pelanggaran tersebut terhadap bahaya yang ditimbulkannya. 
b. Reaksi atau tanggapan dari warga atau masyarakat terhadap pelaku 
ataupun atas pelanggaran yang dibuatnya. Jika masyarakat sangat 
menghendaki anak diteruskan ke pengadilan, maka polisi akan sulit untuk 
melepaskannya kembali ke masyarakat dan meneruskannya ke 
pengadilan. 
c. Kondisi individu pelaku sendiri menjadi pertimbangan diskresi oleh polisi 
seperti umur anak, riwayat pelanggaran yang dibuat anak, pergaulan, 
situasi keluarga dan hubungan baik dengan orang tua. Jika kondisi 
lingkungan dan keluarganya tidak mendukung perbaikan anak maka 
polisi akan meneruskan kasusnya ke pengadilan. 
                                                             
40
 Kemal Demawan, 2015, Sosiologi Peradilan Pidana, Jakarta, Buku Obor, hal. 103. 
41
 Ibid, hal 102 
